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Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang 

Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah 

 

 

Dengan Hormat,  

 

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan 

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Rapat Umum Pemegang 

Sukuk Mudharabah ("RUPSU") atas: 

• Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022; 

• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022; 

yang akan diselenggarakan pada 4 Februari 2025. Sehubungan dengan hal tersebut 

Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPO dan RUPSU tersebut yang telah 

dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan website Perseroan pada hari Selasa, 

7 Januari 2025 sebagaimana terlampir.  

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.  
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Komisi IX DPR RI 
akan mengawal 

pelaksanaan 
program makan 

bergizi gratis 
(MBG), yang 

dimulai pada hari 
Senin (6/1/2025) 

dan memastikan 
program Presiden 
Prabowo tersebut 

berjalan dengan 
baik. Sehingga 
para penerima 

program MBG bisa 
menikmati dengan 

nyaman dan tenang.
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"Program ini menurut 
kami sangat bagus, dimana 
kondisi masyarakat Indo-
nesia khususnya anak-anak 
serta remaja membutuhkan 
makanan bergizi," ujarnya.

Menanggapi tentang 
adanya modus penipuan 
yang memanfaatkan mo-
men program MBG, Nur-
hadi mengimbau masya-
rakat untuk waspada dan 
tidak mudah mempercayai 
adanya oknum yang mena-
warkan kemitraan program 
tersebut.

"Biasanya (kalau) ada 

soal makanan bergizi gratis, 
dan bisa ditanyakan sendiri 
di situ," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala 
Komunikasi Kepresidenan 
Republik Indonesia Hasan 
Nasbi mengatakan, Badan 
Gizi Nasional mencatat ter-
dapat 190 Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) 
atau Dapur MBG yang siap 
beroperasi menjalankan 
program tersebut mulai 6 
Januari 2025. Dapur-dapur 
tersebut tersebar di 26 pro-
vinsi, mulai dari Aceh, Bali, 
Sumatera Barat, Sumatera 

Kemudian, DI Yogyakarta, 
Gorontalo, Sulawesi Barat, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Utara, 
Kalimantan Timur, Kali-
mantan Utara, Kalimantan 
Selatan, Maluku, Maluku 
Utara, Nusa Tenggara Ti-
mur, hingga Papua Barat 
dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG di-
kelola oleh seorang kepala 
SPPG yang ditunjuk lang-
sung oleh BGN. Kepala 
SPPG akan bekerja sama 
dengan seorang ahli gizi 
dan seorang akuntan un-

Jakarta, HanTer - "Tentu 
untuk tahap pertama, kita 
akan evaluasi kekeruangan 
dan kelebihanya seperti 
apa. Tentu Komisi IX DPR 
akan terus mengawal pro-
gram ini," kata Anggota Ko-
misi IX DPR RI dari Fraksi 
Nasdem Nurhadi di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Senin (6/1/2025).

Nurhadi menjelaskan, 
program MBG ini meru-
pakan program yang sa-

PT Pelni Ungkap Tambahan 
Penugasan 8 Trayek Tol Laut 2025
Jakarta, HanTer - Ta-
hun 2025 menjadi tan-
tangan pihak PT Pelayaran 
Nasional Indonesia atau 
PT Pelni (Persero).

PT Pelni mengung-
kapkan, mendapat penu-
gasan delapan trayek tol 
laut di tahun 2025 untuk 
mendukung distribusi lo-
gistik di seluruh wilayah 
Indonesia.

Dijelaskan oleh Di-
rektur Usaha Angkutan 
Barang dan Tol Laut Pelni 
Kokok Susanto menga-
takan bahwa pihaknya 
kembali mendapatkan 
kepercayaan Pemerintah 
melalui Kementerian Per-
hubungan (Kemenhub) 
menjalankan penugasan 
Program Tol Laut untuk 
tahun anggaran 2025.

"Alhamdulillah, tahun 
ini kami masih dipercaya 
untuk melayani delapan 
trayek. Terima kasih ke-
pada Kementerian Perhu-
bungan," ujar Kokok da-
lam Pelepasan Pelayaran 
Perdana Kapal Tol Laut 
KM Logistik Nusantara 4 
Tahun 2025, di Dermaga 
Pelabuhan Tanjung Priok, 
Jakarta, dikutip dari Anta-
ra, Senin (6/1/2025).

Menurut Kokok, pihak-
nya merinci delapan tra-
yek penugasan Pelni untuk 
Program Tol Laut Tahun 
Anggaran 2025, meliputi 
trayek pertama H-1 meng-
gunakan Kapal Motor 
(KM) Logistik Nusantara 
2 dengan rute pelayaran 
Tanjung Perak-Makas-

s a r - T a h u n a - N u n u -
kan-Tanjung Perak.

"Trayek Kedua yakni 
T-2 menggunakan KM 
Logistik Nusantara 4 de-
ngan rute pelayaran Tan-
jung Priok-Tanjung Uban-
Letung-Tarempa-Selat 
Lampa-Subi-Serasan-
Midai-Tanjung Uban-Tan-
jung Priok. Trayek ketiga, 
T-6 menggunakan KM Lo-
gistik Nusantara 3 dengan 
rute pelayaran Tanjung 
Perak-Tidore-Jailolo-Tan-
jung Perak," ulasnya.

K e m u d i a n  T r a y e k 
keempat, kata dia, T-24 
menggunakan KM Logis-
tik Nusantara 1 dengan 
rute pelayaran Tanjung 
Perak-Fakfak-Kaimana-
Tual-Dobo-Tanjung Pe-
rak. Trayek kelima, S-5A 
menggunakan KM Kend-
haga Nusantara 11 dengan 
rute pelayaran Kupang-
Rote-Sabu-Kupang.

T r a y e k  k e e n a m , 
S-5B menggunakan KM 
Kendhaga Nusantara 7 
dengan rute pelayaran 
Kupang-Larantuka-Lem-
bata-Kalabahi-Kupang. 
T r a y e k  k e t u j u h ,  T - 9 
menggunakan KM Logis-
tik Nusantara 5 dengan 
rute pelayaran Tanjung 
Perak-Makassar-Morotai-
Galela-Maba-Weda-Tan-
jung Perak. Trayek tera-
khir, S-4 menggunakan 
KM Kendhaga Nusantara 
8 dengan rute pelayaran 
Sorong-Oransbari-Waren-
Sarmi-Sorong.

Lebih lanjut,  kata 

Kokok, pada pada tahun 
2024, sebelumnya Pelni 
berhasil memenuhi target 
100 persen sebanyak 120 
voyage dengan jumlah tra-
yek yang sama. Sementara 
untuk 2025, Pelni ditar-
getkan menjalani 118 vo-
yage untuk delapan trayek.

"Jumlah votage terse-
but masih mungkin untuk 
ditambah apabila opera-
sional kapal memungkin-
kan. Pada tahun ini Pelni 
mendapatkan tambahan 
tiga pelabuhan baru, yaitu 
Nunukan yang disinggahi 
KM Logistik Nusantara 
2 di trayek H-1, Pelabuh-
an Tual di KM Logistik 
Nusantara 1 untuk trayek 
T-24, dan Pelabuhan Tan-
jung Uban di KM Logistik 
Nusantara 4. Untuk 2025, 
total pelabuhan yang di-
singgahi sebanyak 33 dari 
32 pelabuhan di 2024," 
paparnya.

Selanjutnya, selain pe-
nambahan tiga pelabuhan, 
kata dia, di tahun 2025 
terdapat dua pelabuhan 
yang tidak lagi disinggahi 
oleh kapal tol laut Pelni 
yaitu Pelabuhan Patimban 
dan Pelabuhan Kijang.

"Dalam menjalankan 
penugasan dari Pemerin-
tah, sebagaimana arahan 
Kementerian BUMN, Pelni 
menjalankan operasio-
nalnya secara transparan 
dan profesional dengan 
memperhatikan tata kelola 
perusahaan yang baik," 
jelasnya. 

Danial
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dengan vendor infrastruktur. Dia akibat keterlambatan penerbitan strategis, serta penguat-
an koperasi agar dapat 
mendukung kegiatan 
sektor lain.

Sementara itu, Direk-
tur Utama LPDB-KUM-
KM Supomo mengapresi-

untuk menjalankan pro-
gram ini, Good Corporate 
Governance harus kita 
jaga, hingga mesin kami 
yaitu SDM juga harus 
siap," pungkas Supomo.

Danial

Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

PT Catur Reksadaya
(“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan,
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) secara fisik pada:
Hari/tanggal : Rabu/ 22 Januari 2025
Tempat : Ruang Rapat Lt. 15, Gedung Menara Karya,

Jalan HR. Rasuna Said, Block X5, Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950.

Waktu : pukul 14.00 WIB - selesai
Mata Acara :
A. AGENDA RUPS TAHUNAN
I . Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan.
II. Pembagian Dana Perseroan (Dividen) kepada Para Pemegang

Saham Perseroan secara Proporsional sesuai dengan kepemilikan
saham di dalam Perseroan.

III.Lain-Lain.
B. AGENDA RUPS LUAR BIASA
I . Penyesuaian anggaran dasar Perseroan ke Undang-undang

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
II. Penegasan kembali seluruh keputusan dalam RUPS TAHUNAN

tertanggal 24 Mei 1995.
III.Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan.
IV. Penugasan kepada Direksi Perseroan Untuk Pencairan Dana

Perseroan di Bank Permata dan di Bank MNC untuk Pembagian
Dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

V. Lain-Lain.
Catatan :
I . Pemanggilan Rapat ini dilaksanakan dengan memperhatikan

ketentuan  Pasal  82  ayat 1  dan 2 Undang-undang No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemanggilan Rapat ini
dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat
melalui iklan dalam Surat Kabar.

II. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang
Saham yang namanya  tercatat  dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan.

III. Pemberian  kuasa  dapat  dilakukan oleh Pemegang Saham yang
berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat
ini sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 Pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat.

Demikian undangan Rapat ini kami sampaikan. Terima kasih atas
perhatian dan kehadirannya.

Jakarta, 7 Januari 2025
PT Catur Reksadaya

Direksi

Komisi IX DPR RI 
akan mengawal 

pelaksanaan 
program makan 

bergizi gratis 
(MBG), yang 

dimulai pada hari 
Senin (6/1/2025) 

dan memastikan 
program Presiden 
Prabowo tersebut 

berjalan dengan 
baik. Sehingga 
para penerima 

program MBG bisa 
menikmati dengan 

nyaman dan tenang.
Jakarta, HanTer—“Tentu 
untuk tahap pertama, kita 
akan evaluasi kekeruangan 
dan kelebihanya seperti apa. 
Tentu Komisi IX DPR akan 
terus mengawal program 
ini,” kata Anggota Ko-misi 
IX DPR RI dari Fraksi Nas-
dem Nurhadi di Kom-pleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (6/1/2025).

Nurhadi menjelaskan, 
program MBG ini meru-
pakan program yang sa-
ngat baik bagi masyarakat 
khususnya anak-anak usia 

sekolah yang memang me-
merlukan gizi yang cukup 
di masa pertumbuhannya.

“Program ini menurut 
kami sangat bagus, dimana 
kondisi masyarakat Indo-
nesia khususnya anak-anak 
serta remaja membutuhkan 
makanan bergizi,” ujarnya.

Menanggapi tentang 
adanya modus penipuan 
yang memanfaatkan mo-men 
program MBG, Nur-hadi 
mengimbau masya-rakat 
untuk waspada dan tidak 
mudah mempercayai adanya 
oknum yang mena-warkan 
kemitraan program tersebut.

“Biasanya (kalau) ada 
program bagus, ada ok-
num-oknum memanfaatkan 
kepentingan sendiri. Arti-

nya, masyarakat harus coba 
cari informasi di situs BGN 
soal makanan bergizi gratis, 
dan bisa ditanyakan sendiri 
di situ,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala 
Komunikasi Kepresidenan 
Republik Indonesia Hasan 
Nasbi mengatakan, Badan 
Gizi Nasional mencatat ter-
dapat 190 Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) atau 
Dapur MBG yang siap bero-
perasi menjalankan program 
tersebut mulai 6 Januari 
2025. Dapur-dapur tersebut 
tersebar di 26 pro-vinsi, mu-
lai dari Aceh, Bali, Sumatera 
Barat, Sumatera Utara, Kepu-
lauan Riau, Riau.

Lampung, Banten, Jawa 
Barat, DKI Jakarta, Jawa 

Tengah, hingga Jawa Timur. 
Kemudian, DI Yogyakarta, 
Gorontalo, Sulawesi Barat, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Utara, 
Kalimantan Timur, Kali-
mantan Utara, Kalimantan 
Selatan, Maluku, Maluku 
Utara, Nusa Tenggara Ti-
mur, hingga Papua Barat 
dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG di-
kelola oleh seorang kepala 
SPPG yang ditunjuk lang-
sung oleh BGN. Kepala SPPG 
akan bekerja sama dengan 
seorang ahli gizi dan seorang 
akuntan un-tuk memastikan 
penga-wasan ketat terhadap 
ku-alitas gizi dan kelancaran 
distribusi makanan. 
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Jakarta, HanTer—Men-
teri Koperasi (Menkop) 
Budi Arie Setiadi menekan-
kan pentingnya fokus pe-
nyaluran Lembaga Penge-
lola Dana Bergulir (LPDB) 
KUMKM untuk kegiatan 
produktif di sektor riil, yak-
ni dana yang disalurkan 
harus memberikan daya 
ungkit perekonomian na-
sional.

“Khususnya, kegiatan 
ekonomi ekstraktif dan ke-
giatan ekonomi yang mem-
berikan nilai tambah,” kata 
Menkop di Jakarta, Senin 
(6/1/2025)

Hal itu ia ungkapkan 
berkaitan dengan renca-
na pemerintahan Presiden 
Prabowo Subianto yang 
mengamanatkan Kemenkop 
melalui LPDB-KUMKM me-
ngelola tambahan dana ber-
gulir sebesar Rp10 triliun.

Kedua, lanjutnya, pe-
nyaluran dana bergulir ha-
rus diselaraskan dengan 
kebutuhan program kede-
putian secara efektif dan 
optimal, sehingga tidak 
terjadi duplikasi kegiatan.

Langkah ketiga, kata 
dia, pengelolaan dana ber-
gulir harus dilakukan sesuai 
dengan peraturan perun-
dang-undangan, serta me-
kanisme pengawasan yang 
komprehensif. “Jika ada 
mekanisme yang belum 
jelas, maka harus diper-
jelas. Jangan berasumsi,” 
tambahnya.

Ia pun mengungkapkan 
langkah yang dapat dilaku-
kan dengan melakukan dis-
kusi Inspektorat Kemenkop, 
menggandeng auditor inter-
nal pemerintah, atau pihak 
lain, untuk memberikan 
masukan yang independen 
jika diperlukan.

Dalam kesempatan itu, 
Budi Arie juga menekan-
kan pentingnya menyela-
raskan beberapa hal secara 
lintas kedeputian, terma-
suk LPDB. “Saya berharap 
SesKemenkop dan seluruh 
deputi segera melakukan 
pemetaan program sesuai 
sesuai skala prioritas ber-
dasarkan nilai strategis, 
kompleksitas program, dan 
manfaat yang dapat dirasa-
kan masyarakat dalam wak-
tu dekat, hingga menyusun 
rencana pelaksanaannya,” 

katanya.
Baginya, program yang 

dilakukan harus fokus se-
bagai upaya menyelesaikan 
sumber permasalahan yang 
riil, bukan hanya menyele-
saikan gejala.

Lebih jauh, ia meng-
ingatkan peran Kemenkop 
adalah memberdayakan 
koperasi agar semakin ino-
vatif, solutif, dan dipercaya 
untuk terlibat aktif pada 
berbagai program prioritas 

sektor lain.
Kemenkop dapat mela-

kukan upaya tersebut antara 
lain melalui penyusunan 
kebijakan strategis, serta 
penguatan koperasi agar 
dapat mendukung kegiatan 
sektor lain.

Sementara itu, Direk-
tur Utama LPDB-KUM-
KM Supomo mengapresi-
asi kepercayaan Presiden 
Prabowo Subianto dengan 
memberikan komitmen 

tambahan dana sebesar 
Rp10 triliun untuk dikelola 
LPDB-KUMKM.

Menurutnya hal ini me-
rupakan bentuk keseriusan 
pemerintah untuk mendo-
rong kemajuan koperasi, 
khususnya untuk mendu-
kung program prioritas pe-

merintah.
Untuk memastikan pe-

nyaluran pembiayaan ke-
pada koperasi tepat sasar-
an dan tepat guna, LPDB 
akan memastikan koperasi 
penerima harus sehat dan 
memenuhi ketentuan yang 
dipersyaratkan. Supomo 

berharap dalam waktu 
yang tidak terlalu lama, 
petunjuk teknis dan pe-
tunjuk pelaksanaan dapat 
segera terbit.

“Kita akan hati-hati untuk 

menjalankan program ini, 
Good Corporate Governance 
harus kita jaga, hingga mesin 
kami yaitu SDM juga harus 
siap,” pungkas Supomo.

 Danial

Menkop Budi: Penyaluran Dana Bergulir Koperasi Harus Bisa Dongkrak Ekonomi


